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BUPATIPESAWARAN 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa da1am rangka melaksanaan ketentuan PasaJ 20 
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja 
Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, 
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. 

1 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4749); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagairnana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6865); 



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 1 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6897); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 
Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
Sidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 652); 

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenkJatur, Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 93 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 89); 



Menetapkan 

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 28 Tahun 2023 tentang 
Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 628). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN PESAWARAN. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten 
Pesawaran Tahun 2022 Nomor 493) diubah sebagai berikut : 

1. Pasal 31 dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 33 tentang Struktur organisasi dinas diubah sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pesawaran. 

Ditetapkan di Gedong Tataan 

pada tan, < i r t 

AT! PESA 

I 

DE 

Diundangkan di Gedong Tataan 

pada tanggal : vi 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 

AK. 

BERITA DAERAH 'EN PESAWARAN TAHUN 2024 NOMOR 
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